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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat dua kesimpulan antara lain: 

1. Cyberstalking merupakan Tindak Pidana di Indonesia 

Dalam Tindak Pidana terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan 

antara lain perbuatan pidana yakni perbuatan yang dilarang oleh hukum 

dan diancam pidana, adanya larangan yang ditujukan kepada perbuatan 

tersebut, dan di antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang 

erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu 

ada hubungan erat pula. Sedangkan perbuatan melawan hukum merupakan 

salah satu unsur objektif agar terpenuhinya suatu delik. Perbuatan 

melawan hukum merupakan unsur yang penting dalam memenuhi suatu 

tindak pidana, karena pada dasarnya setiap delik yang telah di atur dalam 

KUHP merupakan perbuatan melawan hukum pidana. 

Cyberstalking tidak diatur secara khusus dalam KUHP maupun UU 

ITE. Namun pengertian dan unsur-unsur perbuatan cyberstalking telah 

diatur dalam KUHP dan UU ITE, yakni tindakan menguntit seseorang 

maupun perbuatan yang mengikutinya seperti mengancam, melecehkan, 

atau mengganggu korban. Hanya saja ada delik yang secara tegas 

mengandung frasa ‘perbuatan melawan hukum’ dan ada juga yang tidak. 

Tindakan-tindakan dalam cyberstalking yang diatur oleh KUHP juga 

memperlihatkan pasal-pasal tersebut memenuhi ciri dari Perbuatan 

melawan hukum Formil yakni suatu perbuatan yang dilarang atau diancam 

oleh undang-undang Pidana. Dengan demikian, cyberstalking dapat 

dikatakan sebagai suatu tindak pidana menurut undang-undang di 

Indonesia.  
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2. Terdapat Pengaturan Cyberstalking menurut Hukum di Indonesia 

Cyberstalking merupakan salah satu jenis cybercrime. Cyberstalking 

memiliki dua bentuk yakni: 

Pertama, sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni menguntit dan; 

Kedua, yakni perbuatan yang diikuti oleh perbuatan lainnya antara lain 

tindakan mengancam, melecehkan, mengganggu seseorang, melakukan 

tuduhan palsu (pencemaran nama baik). 

Kedua bentuk ini dilakukan secara terus-menerus dalam suatu periode 

tertentu, menggunakan alat elektronik atau melalui media internet, oleh 

seseorang yang tidak atau belum dikenal korban (anonim), atau dikenal 

(setidaknya pernah bertemu), dan jika dibiarkan akan mengganggu 

kehidupan korban, membuat korban takut, dan terancam baik secara fisik 

maupun psikis. Hal ini disebabkan karena kemajuan dunia internet yang 

memungkinkan informasi identitas pribadi seseorang tersebar di Internet 

dan memberikan peluang bagi para penguntit (stalker) untuk berkeliaran 

bebas menjalankan aksinya. Cyberstalker bahkan sering melakukan 

tindakan ekstrim karena mereka merasa tidak dapat ditangkap atau 

dihukum karena sulit dideteksi.  

Jika unsur-unsur dalam pengertian tindakan cyberstalking 

dihubungkan dengan ketentuan dalam UU ITE, maka perbuatan 

cyberstalking berkaitan dengan beberapa pasal yakni: 

1. Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang muatan yang melanggar Kesusilaan,  

2. Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang muatan penghinaan dan/atau 

pencemaran nama baik, dan  

3. Pasal 29 UU ITE tentang muatan ancaman kekerasan atau menakut-

nakuti yang ditujukan secara pribadi.  

Terhadap pasal-pasal dalam UU ITE tersebut juga berlaku ketentuan 

umum dalam KUHP yang menjadi unsur tindak pidana. Delik tersebut 

antara lain: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Peluang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penguntit&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekstrim&action=edit&redlink=1
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1. Tindak Pidana Asusila dalam Pasal 281 dan Pasal 282 ayat (1) KUHP, 

berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. 

2. Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP yang 

berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. 

3. Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP yang 

dapat dihubungkan dengan Pasal 29 UU ITE. 

4. Perbuatan Merintangi Kemerdekaan Bergerak Orang lain Dijalan 

Umum dalam Pasal 493 KUHP. 

Sedangkan dalam Rancangan KUHP, tindak pidana yang diatur dalam 

KUHP dan berkaitan dengan cyberstalking juga diatur dalam RKUHP, 

antara lain: 

1. Kesusilaan di Muka Umum dalam Pasal 439 RKUHP yang berkaitan 

dengan Tindak Pidana Asusila dalam Pasal 281 dan Pasal 282 ayat (1) 

KUHP, dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. 

2. Pencemaran dalam Pasal 471 ayat (1) dan (2) RKUHP yang berkitan 

dengan Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) 

KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. 

3. Pemaksaan dalam Pasal 493 ayat (1) dan (2) RKUHP yang berkaitan 

dengan Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) 

KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. 

Berdasarkan proses penelusuran hukum, Indonesia tidak atau belum 

mengatur secara tegas mengenai tindakan cyberstalking baik di dalam 

Undang-undang Pidana (KUHP), Rancangan KUHP, maupun dalam Hukum 

Siber Indonesia (UU ITE serta perubahannya). Dengan metode penafsiran 

hukum dan konstruksi hukum, maka telah diketahui bahwa unsur-unsur 

perbuatan Cyberstalking diatur dalam KUHP dan UU ITE, pasal demi pasal. 

Meskipun bukan merupakan suatu pasal yang secara khusus mengatur 

cyberstalking, setidaknya jika kedepannya terjadi kasus cyberstalking di dalam 

masyarakat Indonesia, maka tidak akan terjadi kekosongan hukum karena 

KUHP dan UU ITE sudah men-cover perbuatan tersebut.  
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5.2 Saran 

Untuk saat ini cyberstalking memang memiliki pasal-pasal dalam KUHP 

dan UU ITE yang men-covernya. Namun disarankan agar di masa yang akan 

datang pemerintah dapat mengatur secara tegas mengenai pengertian dan 

unsur-unsur perbuatan pidana stalking dalam Hukum Pidana. Kemudian 

dilengkapi dengan secara jelas diatur mengenai pidana stalking online atau 

cyberstalking dalam Hukum Pidana dan Hukum Siber. Usulan ini 

berdasarkan pertimbangan bahwa perlu adanya delik yang dapat memberikan 

batas-batas tegas antara tindakan cyberstalking dan tindakan lainnya yang 

terlihat serupa namun tidak (contoh: cyberbullying). Melihat adanya dua 

bentuk Cyberstalking maka diperlukan aturan yang mengatur kedua bentuk 

tersebut, agar kedepannya tidak terjadi ketidakjelasan di antara keduanya. 

Juga perlu diatur unsur-unsur tindakan cyberstalking yang mungkin dapat 

bertambah di kemudian hari. Unsur-unsur itulah yang membedakan antara 

cyberstalking dengan perbuatan lainnya. Unsur lain yang perlu disertakan 

adalah sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada para pelanggar. Hal ini 

bertujuan agar Hukum Pidana Siber di masa depan dapat mencegah tindakan 

cyberstalking terjadi dan penanggulangannya apabila terjadi di kemudian 

hari. 
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